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SALINAN
PUTUSAN
Nomor : 0777/Pdt.G/2014/PA.Sel.
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara
gugat cerai dan pengesahan nikah antara :
_ umur 32 tahun, agama lslam,
Pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta , tempat tinggal
di Darul Hijrah, RT.002 RW.-, Desa Anjani, Kecamatan

Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, “Penggugat”;

Lawan :

, umur 32 tahun, agama Islam,

Pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta , tempat tinggal
di Darul Hijrah, RT.002 RW.-, Desa Anjani, Kecamatan
Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, sebagai
“Tergugat”;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Setelah memeriksa bukti-bukti dimuka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal

26 Agustus 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama
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Selong Nomor : 0777/Pdt.G/2014/PA.Sel. tanggal 26 Agustus 2014
mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan
menurut agama Islam pada tanggal 24 September 2005 di Darul
Hijrah, RT.002 RW.-, Desa Anjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten
Lombok Timur. wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan
Suralaga Kabupaten Lombok Timur akan tetapi pernikahan tersebut
tidak tercatat sehingga Penggugat tidak mempunyai bukti buku nikah;

2. Bahwa pernikahan tersebut dilangsungkan dengan wali nikahayah

dan dihadiri saksi

kandung Penggugat bernama

nikah masing-masing bernama dengan
maskawin berupa seperangkat pakaian shalat dibayar tunai;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus Perawan,
dan Tergugat berstatus Duda, dan antara Penggugat dengan Tergugat
tidak ada pertalian nasab, kerabat semenda atau sesusuan serta tidak
ada larangan untuk menikah baik menurut ketentuan hukum lIslam
maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa sejak pernikahan tersebut dilangsungkan sampai sekarang ini
tidak pernah ada pihak yang keberatan/mengganggu gugat pernikahan
Penggugat dan Tergugat tersebut dan selama itu pula Penggugat dan
Tergugat belum pernah bercarai dan tidak pernah murtad;

5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah

membina rumah tangga dan tinggal bersama di Darul Hijrah, RT.002

RW.-, Desa Anjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur.,
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serta telah kumpul layaknya suami istridan dikaruniaiiorang anak
bernama - laki-laki, umur 7 tahun (ikut Penggugat);

6. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut semula
berjalan dengan rukun, akan tetapi sejak bulan Mei 2007 mulai tidak
harmonis dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran
yang disebabkan :

a. Tergugat sering melakukan kekerasan (KDRT) terhadap Penggugat;

b. Tergugat belum mempunyai rumah sendiri sehingga Penggugat
merasa tidak betah tinggal menumpang di rumah saudara Tergugat;

c. Tergugat menikah lagi dengan wanita lain tanpa sepengetahuan dan
tanpa seizin Penggugat;

d. Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah lahir dan bathin
Penggugat apalagi setelah Penggugat dipoligami;

e. Tergugat kurang memberikan perhatian kepada Penggugat dan
anaknya;

7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mencapai
puncaknya pada 13 Agustus 2013 dimana Penggugat meninggalkan
rumah Tergugat, akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat
tinggal sampai sekarang selama 1 tahun, dan selama pisah tersebut
Tergugat tidak pernah memberikan naftkah wajib serta tidak
memperdulikan lagi kepada Penggugat;

8. Bahwa sejak kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan
Tergugat sudah retak dan tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga
tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah,

mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum
dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi
Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat
dengan Tergugat;

9. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan/ menasehati agar
Penggugat dengan Tergugat dapat rukun dan kumpul kembali akan
tetapi tidak berhasil;

10.Bahwa sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai
kutipan akta nikah, sedang Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat
karena itu pernikahan tersebut perlu diisbatkan oleh Pengadilan dalam
rangka perceraian;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua
Pengadilan Agama Selong segera memeriksa dan mengadili perkara ini,
selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat ;

2. Menceraikan Penggugat dari Tergugat;

3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan
Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, Majelis Hakim
telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan perkara

ini melalui mediasi dengan mediator yang telah disepakati yaitu HARUN JP,
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S.Ag.,M.HI. dan berdasarkan laporan mediator tanggal 29 September 2014,
mediasi telah dilaksanakan akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan
Tergugat namun tidak berhasil. Kemudian dibacakan surat gugatan
Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak
mengajukan jawaban, karena pada saat sidang dengan agenda jawaban
sampai perkara ini diputus Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan,
meskipun Tergugat telah diperintahkan untuk datang menghadap
dipersidangan dalam persidangan tanggal 15 September 2014 dan pula telah
dipanggil untuk menghadap dipersidangan berdasarkan relaas Nomor 0777/
Pdt.G/2014/PA.Sel. tanggal 1 Oktober 2014 , dan ketidakhadirannya tersebut
tanpa alasan yang sah;

Bahwa selanjutnya majelis hakim melanjutkan pemeriksaan perkara

ini dengan memeriksa alat bukii;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah
mengajukan bukti-bukti surat di depan sidang berupa Surat Keterangan Nikah
atas nama Penggugat dan Tergugat, Nomor : 472/54/Kesra/VIll/2014,
tanggal 25 Agustus 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Anjani, bukti

(P.1);

Bahwa selain bukti surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi dari

pihak keluarga dan orang dekatnya masing-masing bernama :
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1. umur 32 tahun,

menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut

e Bahwa saksi adalah kakak ipar Penggugat;

e Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

¢ Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 24
September 2005 di Darul Hijrah, RT. 002 RW.-, Desa Anjani,
Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;

¢ Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menika;

.

Bahwa saksi tahu yang menjadi wali nikahnya ialah ayah kandung

Penggugat bernama | dan saksi nikah adalah saksi

sendiri dan , serta maskawin berupa seperangkat

pakaian shalat dibayar tunai;

e Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan
keluarga yang dilarang oleh agama atau undang-undang untuk
menikah seperti bersaudara kandung, sebagai paman atau bibi, atau

saudara sesusuan;

¢ Bahwa saksi tahu status Penggugat pada waktu nikah adalah Perawan

dan Tergugat berstatus duda;
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e Bahwa selama ini tidak ada orang yang merasa keberatan atas

pernikahan mereka;

e Bahwa setelah nikah mereka tinggal di Darul Hijrah, RT.002 RW. -,
Desa Anjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur dan

dikaruniai 1 orang anak bernama - laki-laki, umur 7

tahun (ikut Penggugat);

e Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan
Mei 2007 mulai tidak tenteram dan terus menerus terjadi perselisihan
dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering melakukan
kekerasan terhadap Penggugat, Tergugat belum mempunyai rumah
sendiri sehingga Penggugat merasa tidak betah tinggal menumpang di
rumah saudara Tergugat; Tergugat menikah lagi dengan wanita lain
tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Penggugat, Tergugat kurang
bertanggung jawab terhadap nafkah lahir dan bathin Penggugat
apalagi setelah Penggugat dipoligami dan Tergugat kurang

memberikan perhatian kepada Penggugat dan anaknya;

e Bahwa saksi tidak pernah melihat mereka bertengkar;

e Bahwa saksi tahu sejak 13 Agustus 2013 Penggugat dan Tergugat

berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

e Bahwa saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat berpisah rumah

tidak pernah ada upaya untuk rukun dan kumpul kembali;
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e Bahwa saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat pisah, pihak
keluarga telah ada upaya untuk mendamaikan mereka agar dapat

rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;

e Bahwa saksi tahu selama mereka pisah Tergugat tidak pernah
memberikan nafkah kepada Penggugat;
[ )

Bahwa saksi pernah memberikan nasehat kepada Penggugat akan

tetapi tidak berhasil;

1. , umur 40 tahun, menerangkan di

bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi adalah adik ipar Penggugat;

e Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

e Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 24
September 2005 di Darul Hijrah, RT.002 RW.- Desa Anjani,
Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;

¢ Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;

e Bahwa saksi tahu yang menjadi wali nikahnya ialah ayah kandung

Penggugat bernama - dan saksi nikah masing-
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masing bernama . serta maskawin

berupa seperangkat pakaian shalat dibayar tunai;

e Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan
keluarga yang dilarang oleh agama atau undang-undang untuk
menikah seperti bersaudara kandung, sebagai paman atau bibi, atau

saudara sesusuan;

¢ Bahwa saksi tahu status Penggugat pada waktu nikah adalah Perawan

dan Tergugat berstatus duda;

e Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tidak

pernah bercerai dan tidak ada yang murtad;

e Bahwa selama ini tidak ada orang yang merasa keberatan atas

pernikahan mereka;

¢ Bahwa setelah nikah mereka tinggal di Darul Hijrah, RT.002 RW. -,
Desa Anjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur dan

dikaruniai 1 orang anak bernama - laki-laki, umur 7

tahun (ikut Penggugat);

e Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan
Mei 2007 mulai tidak tenteram dan terus menerus terjadi perselisihan
dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering melakukan
kekerasan terhadap Penggugat, Tergugat belum mempunyai rumah
sendiri sehingga Penggugat merasa tidak betah tinggal menumpang di
rumah saudara Tergugat, Tergugat menikah lagi dengan wanita lain
tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Penggugat dan Tergugat

kurang bertanggung jawab terhadap nafkah lahir dan bathin
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Penggugat apalagi setelah Penggugat dipoligami dan Tergugat kurang

memberikan perhatian kepada Penggugat dan anaknya;

e Bahwa saksi tidak pernah melihat mereka bertengkar;

e Bahwa saksi tahu sejak 13 Agustus 2013 Penggugat dan Tergugat

berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

e Bahwa saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat berpisah rumah

tidak pernah ada upaya untuk rukun dan kumpul kembali;

e Bahwa saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat pisah, pihak

keluarga tidak ada upaya untuk mendamaikan mereka agar dapat

rukun dan kumpul kembali;

e Bahwa saksi tahu selama mereka pisah, Tergugat tidak pernah

memberikan nafkah kepada Penggugat;

e Bahwa saksi tidak pernah memberikan nasehat kepada Penggugat

supaya rukun kembali dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Penggugat

membenarkan semua keterangan saksi tersebut;

Bahwa atas pertanyaan majelis hakim, Penggugat menyatakan cukup

dengan saksi-saksi yang dihadirkan dan tidak akan mengajukan saksi lagi;

Bahwa, selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan

yang pada pokoknya gugatan Penggugat mohon dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal
sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai

bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;
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TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah

sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg,
majelis hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat di
depan sidang, bahkan Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses
mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dengan mediator

HARUN JP, S.Ag.,M.HI. namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan
keterangan saksi dipersidangan maka harus dinyatakan terbukti bahwa
Penggugat adalah warga Negara yang tercatat secara administrasi sebagai
penduduk yang berdomisili/bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Lombok
Timur, dan lagi pula perkara ini termasuk sengketa dibidang perkawinan
sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-undang Nomor 1 tahun 1974,
oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk
kewenangan Pengadilan Agama Selong sebagaimana yang dimaksud oleh
Pasal 04 Ayat (1) dan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan
Undang-Undang Nomor 03 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat meliputi dua

hal yakni:

1. Permohonan istbat nikah;

2. Gugatan perceraian;
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Menimbang, bahwa permohonan Istbat Nikah yang diajukan oleh
Penggugat adalah dalam rangka penyelesaian perceraian dengan Tergugat,
kendatipun perkawinan itu terjadi setelah berlakunya Undang-undang Nomor
1 tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, berdasarkan
pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan istbat

nikah tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata perkawinan Penggugat
dengan Tergugat tidak dilaksanakan di hadapan pejabat yang berwenang
sehingga tidak tercatat dan tidak memiliki akta nikah, Majelis Hakim terlebih

dahulu mempertimbangkan status pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dikuatkan
oleh keterangan saksi-saksi Penggugat masing-masing bernama H. Nazri bin
Muhammad Sun dan Hamdani bin H. Makrup, telah terbukti perkawinan
antara Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan pada tanggal 24
September 2005 di Darul Hijrah, RT. 002, Desa Anjani Kecamatan Suralaga,
Kabupaten Lombok Timur, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat
bernama dengan maskawin berupa seperangkat pakaian
sholat dibayar tunai disaksikan oleh Dan pada saat

akad nikah Penggugat bersetatus perawan dan Tergugat duda;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam positanya memohon agar
Majelis Hakim mengisbatkan pernikahan Penggugat dengan Tergugat dalam

rangka perceraian, majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :
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e Bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 4 menyatakan
bahwa “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum
masing-masing agama dan kepercayaannya”, sesuai dengan Pasal 2
ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan.
Dengan demikian maka yang menjadi dasar keabsahan suatu
perkawinan, patokannya adalah ketentuan agama, yaitu agama Islam,

sesuai agama yang dianut oleh Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI), menyatakan bahwa untuk
melaksanakan perkawinan harus dipenuhi rukun nikah yakni adanya calon
suami, calon istri, Wali Nikah, dua orang saksi dan ijab kabul, dan ternyata
kesemua rukun nikah tersebut itu telah terpenuhi dalam perkawinan antara
Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Pasal 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), menyatakan bahwa
“setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah
pengawasan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), dan pada ayat (2) di terangkan
bahwa perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan PPN tidak mempunyai
kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih

lanjut apa yang dimaksud dengan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata "kekuatan”
dapat berarti "Keteguhan” dengan demikian maka kata "kekuatan hukum” dan
“tidak mempunyai kekuatan hukum” artinya tidak mempunyai keteguhan
hukum atau dengan kata lain "mempunyai kelemahan hukum”. ltu berarti
suatu perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan PPN adalah perkawinan
yang tidak mempunyai keteguhan hukum, alias perkawinan yang mempunyai
kelemahan hukum. Demikian halnya perkawinan antara Penggugat dengan
Tergugat adalah sebagai perkawinan yang mempunyai kelemahan hukum,
tidak mempunyai kekuatan hukum, kelemahan ini terletak pada segi
pembuktian, di mana perkawinan yang bersetatus demikian itu tidak dapat
dibuktikan dengan akta nikah, pada hal akta nikah adalah sebagai satu-
satunya bukti pernikahan, dan akta nikah bagi perkawinan yang
dilangsungkan berdasarkan agama Islam dibuat oleh Pegawai Pencacat
Nikah(Vide Pasal 7 ayat (1) KHI);

Menimbang, bahwa suatu perkawinan yang mempunyai kelemahan hukum
tidaklah berarti bahwa itu sebagai suatu perkawinan yang tidak sah atau batal
demi hukum. Perkawinan itu sendiri adalah perkawinan yang sah hanya saja
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status hukum pembuktiannya lemah/tidak kuat. Demikian ini didasari pada
pemahaman terhadap Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Peraturan
Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan KHI, dimana menurut peraturan
perundang-undangan tersebut yang menjadi patokan keabsahan suatu
perkawinan itu adalah harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum
agama (Islam), dan tidak ada satu pun didalam pasal-pasalnya yang
menyatakan bahwa perkawinan yang dilangsungkan tanpa pengawasan PPN
adalah sebagai perkawinan yang tidak sah atau batal demi hukum;
Menimbang, bahwa sesuai pendapat ulama' dalam kitab I'anatut
Thalibin dan Bughyatul Mustarsyidin, selanjutnya diambil alih sebagai

pendapat Majelis, antara lain berbunyi :

Artinya : “Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus
dapat menyebutkan sahnya dan syarat-syaratnya perkawinan seperti wali dan
dua orang saksi yang adil.” ('anatut Thalibin 1V : 254);

Dan juga pendapat dalam Kitab Tuhfah :133 yang berbunyi :

L alsldl ad W 1,81 sy o

Artinya “ Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang 'aqil
baligh”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,
maka majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat
dengan Tergugat adalah sah dan dapat dipertimbangkan sebagai dasar
gugatan cerai Penggugat sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam petitum angka 2 Penggugat
memohon agar Majelis Hakim mencerikan Penggugat dari Tergugat, majelis

hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :
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Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa sejak bulan Mei
2007 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan tidak rukun
karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan
Tergugat sering melakukan kekerasan kepada Penggugat, Tergugat belum
mempunyai rumah sendiri sehingga Penggugat merasa tidak betah tinggal
menumpang di rumah saudara Tergugat, Tergugat menikah lagi dengan
perempuan lain tanpa sepengetahuan dan seizing Penggugat, Tergugat
kurang bertanggung jawab terhadap nafkah lahir dan batin apalagi setelah
Tergugat poligami, dan Tergugat kurang memberikan perhatian terhadap
Penggugat dan anaknya. Puncaknya pada tanggal 13 Agustus 2013 antara

Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa atas gugatan Pengugat tersebut, Tergugat tidak
mengajukan jawaban karena pada saat persidangan dengan agenda jawaban
sampai perkara ini diputus Tergugat tidak pernah datang menghadap

dipersidangan tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalii gugatannya,
Penggugat telah mengajukan 2 orang yang telah memberikan keterangan

sebagaimana terurai pada bagian pembuktian;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat bukan yang dilarang
untuk menjadi saksi, memberi keterangan didepan sidang seorang demi
seorang dengan mengangkat sumpah sehingga saksi-saksi telah memenuhi
syarat formal saksi dan dari segi materi saksi-saksi Penggugat tersebut
menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

e Bahwa sejak bulan Mei 2007 antara Penggugat dengan Tergugat

mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat
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melakukan kekerasan kepada Penggugat, Tergugat menikah lagi

dengan wanita lain tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat,

Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat dan anaknya;

e Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya
sejak tanggal 13 Agustus 2013 antara Penggugat dan Tergugat
berpisah tempat tinggal samoa sekarang;

¢ Bahwa selama berpisah tempat tinggal masing-masing pihak tidak ada
yang berusaha untuk rukun kembali dan Tergugat juga tidak pernah
memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;

e Bahwa pihak keluarga telah merukunkan rumah tangga Penggugat
dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Maka materi keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut adalah didasarkan
atas apa yang dilihat dan diketahuinya sendiri, dan relevan dengan pokok
perkara oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat serta
dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang telah diajukan oleh
Penggugat serta apa yang diketahui oleh Hakim selama proses persidangan
ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

e Bahwa sejak bulan Mei 2007 rumah tangga Penggugat dengan
Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

e Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat
tinggal sejak tanggal 13 Agustus 2013 hingga putusan ini
dibacakan sudah 1 tahun 2 bulan lamanya;

e Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan rumah tangga

Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
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Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntut agar
majelis hakim menceraikan Penggugat dari Tergugat, akan dipertimbangkan
sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-undang Nomor : 1
Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu
perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup
rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil
mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f)
Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi
Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya
perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan
tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat
beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai
talak maupun cerai gugat yaitu :

e Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang
terus menerus;

e Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak
ada harapan untuk kembali rukun;

e Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak
berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu
persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga
Penggugat dengan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat

dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;
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Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, dikaitkan
dengan keterangan saksi-saksi Penggugat terbukti bahwa antara Penggugat
dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus
menerus. Dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari
perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan
Tergugat telah terjadi pisah tempat sampai putusan ini dibacakan sekitar 1
tahun 2 bulan lamanya dan telah diupayakan oleh pihak keluarga agar dapat
kembali rukun, tapi upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur
kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan
Penggugat dan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap persidangan
sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pmerintah Nomor : 9 Tahun 1975
bahkan majelis telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai
PERMA Nomor : 1 Tahun 2008, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan
demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas dapat
ditarik suatu kesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat
telah pecah (broken marriage) sehingga telah memenuhi unsur-unsur
terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan
seperti tersebut di atas, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan
Tergugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula
yurisprudensi Mahakamah Agung Rl Nomor : 379/K/AG/1995, tanggal 26

Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi
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perselisinan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah
pecah dan permohonan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f)
Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 dan permohonan tersebut
harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis hakim perlu mengemukakan pendapat
ulama dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 yang kemudian

diambil alih sebagai pendapat majelis sebagai berikut :

sl lezs ) azg3ll st pac sibl ols
aslla

Artinya : “diwaktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya,
disaat itulah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami
dengan talak satu’;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang
didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk
mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang
seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya
akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan
bagi kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum
Islam dalam Kitab Madza Hurriyyatuz zaujaeni fii ath athalaq yang diambil alih
menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang

menyatakan :
2o Hl sldl olniai u> GMall pla pMw)l sl 234

lesd zois 22y ol
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pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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Artinya : " Islam memilih lembaga talak/ perceraian ketika rumah tangga

sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat
perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab
dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau
suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk
penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, rumah tangga
Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk mewujudkan tujuan rumah
tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana sebagaimana
dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3
Kompilasi Hukum Islam, maka kondisi rumah tangga yang demikian jika tetap
dipertahankan madhoratnya akan lebih besar dari manfaatnya, sehingga jalan
terakhir yang harus ditempuh adalah dengan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
di atas maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan
menjatuhkan talak Satu ba’in Sughra Tergugat terhadap Penggugat
sebagaimana ketentuan pasal 119 huruf (2¢) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat 1 dan
2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 pasal mana tidak termasuk yang

ditambah dan diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
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Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat
perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Selong untuk
mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada
Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat
dan Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkan pernikahan tersebut
untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan
maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor : 7 Tahun
1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor :
3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor : 50
Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dan segala ketentuan
perundang-undangan dan segala ketentuan hukum syariat yang berkaitan
dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menyatakan sah perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang
dilaksanakan pada tanggal 24 September 2005 di Darul Hijrah, RT.
002, RW. -, Desa Anjani, Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok
Timur;

3. Menjatuhkan talak satu bai'n sughra Tergugat terhadap Penggugat

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Selong untuk
mengirimkan satu helai salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat
Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan

Tergugat, dan atau tempat pernikahan dilangsungkan untuk
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mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang
disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini
sebesar Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);
Demikian diputuskan di Selong pada hari Rabu tanggal 10 November
2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1436 Hijriyah, oleh
kami Drs. H. FAUZI, SH., sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. NAILY
ZUBAIDAH, SH. dan ZAINUL ARIFIN, S.Ag masing-masing sebagai Hakim
Anggota, dengan dibantu oleh MUH. ANWAR, SH., sebagai panitera
pengganti, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Hakim
Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh para
Hakim Anggota, Panitera Pengganti dan Penggugat diluar hadirnay Tergugat;
Ketua Majelis,

Ttd

Drs. H. FAUZI, SH.

Hakim Anggota, Hakim Anggota,
Ttd Ttd
Dra. NAILY ZUBAIDAH, SH. ZAINUL ARIFIN, S.Ag.

Panitera Pengganti
Ttd
MUH. ANWAR, SH.

Rincian Biaya Perkara :
1. Biaya Pendaftaran :Rp. 30.000,-

2. Biaya Proses :Rp. 60.000,-
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3. Biaya Panggilan : Rp. 240.000,-
4. Biaya Redaksi :Rp. 5.000,-
5. Materai :Rp. . -

Jumlah Rp. 341.000,-.(tiga ratus empat puluh satu ribu
rupiah)
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